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WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Kota

Pusaka dan mendukung kebijakan strategis
Pemerintah Kota Denpasar di dalam melestarikan
warisan budayva berbasis pusaka alam, pusaka
budaya dan pusaka saujana, maka perlu dibentuk
Dewan Kota Pusaka Denpasar;

.bahwa Dewan Kota Pusaka Denpasar berkewajiban

melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi dan
harmonisasi Kota Pusaka dengan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) pelestari
warisan budaya untuk memberikan nilai tambah dan
menyejahterakan masyarakat Kota Denpasar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan
Pusaka;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I
Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 3465);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5168);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PUSAKA

BAB |
KETENTUAN UMUM:
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Kota adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Denpasar.
Kota Pusaka adalah Kota Denpasar yang bersejarah yang
memiliki kekayaan pusaka alam, pusaka budaya, dan
pusaka saujana.

Dewan Pusaka Kota Denpasar yang selanjutnya disebut
Dewan Pusaka adalah lembaga yang bersifat mandiri
(independen), yang terdiri dari sejumlah ahli dari berbagai
latar belakang pendidikan dan profesi.

Tenaga Profesional adalah tenaga kompeten di bidangnya
vang dibutuhkan oleh Dewan Pusaka Kota Denpasar dalam
kurun waktu tertentu.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 2.

{1) Dewan Pusaka berkedudukan di Denpasar, berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota Denpasar.

(2) Struktur Organisasi Dewan Pusaka dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




Pasal 3

(1) Struktur Dewan Pusaka terdiri dari :
Penasehat;

Pembina;

Pengarah;

Ketua

Sekretaris;

Pengurus Inti;

Perangkat Daerah terkait;
Para Pakar;

Bidang Pusaka Alam;
Bidang Pusaka Budaya; dan
Bidang Pusaka Saujana,;
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(2) Bidang-bidang dibantu oleh Tenaga Profesional yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas :

Tenaga Profesional Ahli;

Tenaga Profesional Madya,;

Tenaga Profesional Muda; dan

Tenaga Profesional Terampil.
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pusaka dapat
membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Tenaga Ahli sesuai
bidang dan tugasnya.

(5) Rincian tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pusaka.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 4

(1) Dewan Pusaka wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.

(2) Dewan Pusaka mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar
dalam merumuskan, mengkoordinasikan, melakukan sinkronisasi
strategi dan kebijakan terkait dengan pelestarian dan
pengembangan Kota Pusaka.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dewan Pusaka memiliki wewenang:

a. Merumuskan strategi dan kebijakan pelestarian dan/ atau
pengembangan Kota Pusaka;

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelestarian
dan/ atau pengembangan Kota Pusaka .

c. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan program pelestarian dan/ atau pengembangan
Kota Pusaka.



d. Mengadakan kerja sama pelestarian dan/atau
pengembangan Kota Pusaka dengan masyarakat, lembaga
terkait, baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri, atas
persetujuan Walikota.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Dewan Pusaka senantiasa melakukan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam internal Dewan Kota Pusaka maupun
dengan instansi lain yang terkait;

(5) Dewan Kota Pusaka dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai
oleh APBD Kota.

Pasal 5

(1) Ketua Dewan Pusaka diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
Denpasar.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota Denpasar atas usul Ketua Dewan Pusaka.

(3) Susunan Pengurus Dewan Pusaka ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

(4) Tenaga Profesional dan Staf Administrasi diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Dewan Pusaka atas usulan Sekretaris
dan Kepala Bidang.

(5) Tenaga Profesional dan Staf Administrasi diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua Dewan Pusaka dengan Keputusan Ketua
Dewan Pusaka.

Pasal 6

(1) Ketua Dewan Pusaka dalam melaksanakan kegiatannya wajib

menyelenggarakan rapat Koordinasi tiap 3 (tiga) bulan dan Rapat
Tahunan.

(2) Hasil rapat harus disertai dengan risalah rapat yang selanjutnya
menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MASA KERJA

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi Pengurus,Tenaga professional dan Staf
Administrasi Dewan Pusaka adalah:

B =

cn

L=l e R

=

Warga Negara Republik Indonesia,

Setia Kepada Pancasila dan UUD RI 1945,

Sehat jasmani dan Rohani,

Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang
setara;

Memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas
yang diwakilinya serta memiliki wawasan yang luas;

Dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
Berkelakuan tidak tercela;

Bukan anggota legislatif atau yudikatif ;

Memahami azas, fungsi dan tujuan Kota Pusaka;

Non-partisan; dan

menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan melaksanakan
tugas.



Pasal 8

(1) Masa kerja Pengurus Dewan Pusaka ditetapkan untuk masa 5 (lima)
tahun.

(2) Keanggotaan Pengurus berhenti karena :

masa jabatan berakhir;

meninggal dunia;

mengundurkan diri;

. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
memeperoleh kekuatan hukum tetap, dan

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada pasal 7.
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(3) Apabila Pengurus Dewan Pusaka berhenti dalam masa jabatannya
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f, usulan pemberhentian yang
bersangkutan dapat diusulkan kepada Walikota setelah dilakukan
rapat Pengurus dan telah mendapatkan kesepakatan rapat.

(4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diusulkan dengan memberikan nama pengganti,

(5) Walikota dapat menindaklanjuti usulan pemberhentian tersebut
p
paling lama 45 (empat puluh lima ) hari sejak surat usulan diterima.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota Dewan Kota
Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
PENDANAAN DAN LAPORAN
Pasal 9

(1) Pendanaan Dewan Pusaka dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, serta dari sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD harus diaudit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan dan dipertanggung jawabkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD
wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




Pasal 10.

Dewan Pusaka berkewajiban menyampaikan laporan kepada :

a.
b.

C.

Pemerintah Pusat sepanjang pelaksanaan kegiatan yang
pendanaannya berasal dari APBN;

Gubemur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya
berasal dari APBD Provinsi Bali;

Walikota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya
berasal dari APBD Kota Denpasar; dan

Disamping laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢, Dewan Pusaka berkewajiban menyampaikan
laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh minimal 1 (satu)
tahun sekali kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

Ditetapkan di Denpasar.,
pada tanggal 31 Januari 2017

AW

IKOTA DENPASAR.

[} RAl DHARMAWIJAYA MANTHAA )

pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

7/

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 8




LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 Januari 2017
NOMOR : & Tahun 2017
TENTANG : DEWAN PUSAKA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PUSAKA

PENASEHAT
PEMBINA
PENGARAH
KETUA
SEKRETARIS
PARA PAKAR PENGURUS PERANGEKAT
INTI DAERAH

BIDANG BIDANG BIDANG
PUSAKA PUSAKA PUSAKA
ALAM BUDAYA SAUJANA

WALIKOTA DENPASAR,

RA] DHARMAWIJAYA MANTRA



